JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN JAKSA ACUNG REFUBLIK INDONESIA

NOMOR & TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL DAN

Menimbang

JABATAN PELAKSANA PEGAWAI DI LINGKUNGAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi

Kejaksaan Republik Indonesia perlu menyesuaikan jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana pegawai di lingkungan
Krjaksaan Republik Indonesia;

bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan hasil analisis
jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan di
Kejaksaan Republik [ndonesia maka perlu ditetapkan
kembali kelas jabatan struktursl, jabatan fungsional dan
jabatan pelaksana pegawai di lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birakrasi Nomor:
B/1310/M.SM.04.00/2020 tanggal 16 Desember 2020
perihal Persetujuan Kelas Jabatan di Lingkungan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia maka pengaturan kelas jabatan
yang datur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-
B14/A/JA/10/2017 tentang Penetapan Kelas Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di Lingkungan
Kejaksaan Republik Indonesia perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Jaksa Agung tentang Penetapan Kelas Jabatan

Struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
Pegawal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



Mengingat

1.

S

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksasn
Eepublik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan TLemharan Negara
Republik Indonesia Nomor 4401);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494):

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manejemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedus stas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jahatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 240);

Feraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 65);

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunasn Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Fedoman Analisis Jabatan:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Eelormasi Birokragi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan:



Menetapkan

KESATU

.

8. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/O7/2017

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia sebagaimana telah diubah cleh Peraturan
Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER - 006,/A/JA/07 /2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik
Indonesia [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1094);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSEAN:

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG PENETAPAN KELAS

JABATAN STRUKTURAL, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN
PELAKSANA PEGAWAIL DI LINGKUNCAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA,

: Dalam Keputusan Jaksa Agung ini, vang dimaksud dengan :
.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh
undang-undang yang bertindak sebagai penuntut umum dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperaleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain herdasarkan
undang-undang.

. Jabatan Strukiural adalah suatu  keduduken yang

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
storang pegawal negerl sipil dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara.

- Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil
negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

- Kelas Jabatan adalah penggolongan jabatan berdasarkan

sifat, jenis, dan beban pekerjaan serta besaran tunjangan
kinerja.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

=

¢ Jabatan terdiri atas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional dan

Jabatan Pelaksana.

: Jabatan Struktural di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

sebagammana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

: Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan

Struktural tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

; Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan

Fungsional tercantum dalam Lampiran 1T yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.
Daftar nama Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan
Pelaksana tercantum dalam Lampiran [l vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Kepurusan Jaksa Agung ini.

: Bagl pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang

diangkat dalam Jabatan Fungsional Jaksa dan diangkat dalam
Jabatan Struktural, maka tunjangan kinerja vang dibayarkan
adalah tunjangan kinerja yang lebih besar.

Pada saat Keputusan Jaksa Agung ini berlaku, Keputusan Jaksa
Agung Nomor KEP-614/A/JA/07 /2017 tentang Penetapan Kelas
Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai di
Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2021
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

e

BURHANUDDIN



Lampiran [

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia

Nomor & Tahun 2021
Tanggal & Januari 2021

KELAS JABATAN STRUKTURAL

Kepala Biro Perencanaan
Kepala Biro Umum

12

Kepala Bire Kepegawalan

13

Kepala Biro Keuangan

14

Kepala Biro Perlengkapan

15

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri

16

Sekretars Jaksa Apung Muda Bidang Intelijen

7

Direktur Ideclogi, Politik, Pertahanan dan Keamanan (A

18

Direkrur Sosial, Budaya dan Kemasyaralatan (B

19

20

Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (D)

41

Direktur Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen (E)

23

Sekretaris Jeksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

23

Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda

24

Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara,
Eetertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya

25

| Direlctur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya

26

Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara

27

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
Khusus

28

I Direktur Penyidikan

Darektur Penuntutan

30

Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan
Eksaminasi

31

Direktur Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

32

Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara

33

Direktur Perdata

NO. NAMA JABATAN By
1 2 3
1 | Wakil Jaksa Agung Rl 18
2 | Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan 17
3 | Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen f
4 | Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum |
| 5 |Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus |
& |Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
7 | Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
8 | Kepela Badan Pendidikan dan Pelatihan
9 | Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan 15
10 ‘
11




| Umum]

No. NAMA JABATAN s
1 2 3
34 | Direktur Tata Usaha Negata
| 35 | Direktur Pertimbangan Hukum
36 | Sekretaris Jaksa Apung Muda Bidang Pengawasan
37 | Inspektur |
38 | Inspektur 1
39 | Inspektur 111
40 | Inspektur [V
41 | Inspektur V
42 | Inspektur Keuangan
| 43 | Sekretaris Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
44 |Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan
Kepemimpinan N
45 | Pusar Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
| 46 | Kepala Pusat Penelitian dan PEngembB_ngar
47 |Kepala Pusat Data Statistix Kriminal dan Teknologi
Informasi
48 | Kepala Pusat Penerangan Hukum
49 | Kepala Pusat Pemulihan Aset
20 | Kepala Kejaksaan Tinggi
31 | Asisten Umum Jaksa Agung 14
22 | Asisten Khusus Jaksa Agung
93 | Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
2% | Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
Umum
55 | Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
Khusus
56 | Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan |
Tata Usaha Negara
27 | Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi
S8 | Kepala Kejaksaan Negeri 13
3% | Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian 12
{Pembinaan)
60 | Kepala Bagian Tata Usaha (Pembinaan)
61 | Kepala Bagian Penpgelolaan Data Biro Pére:ncmaani
62 | Kepala Bagian Penyusunan Rencana Anggaran dan Program
Kerja [Biro Perencanaan)
| B3 | Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi (Bire Perencanaan) |
64 |Kepala Bagian Organisasi dan Tata Lalsana (Biro |
| Perencanaan)
65 | Kepala Bagian Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)
66 Eiepnla Bagian Tata Usaha Umum dan Pimpinan (Biro




NO.

NAMA JABATAN

EELAS
JABATAN

2

67

Kepala Bagian Protokol dan Pengamanan Pimpinan (Bire
Urnum)

68

Kepala Bagian Keamanan Dalam (Biro Umum)

6a

Kepala Bagian Kesehatan dan Pembinaan Rohani (Biro
Umum]}

70

Kepala Bagian Rumah Tangga (Biro Umum)

7l

Kepala Bagian Umum [Biro Kepegawaian)

72

Kepala Bagian P:ngembanga:l Pegawai [Biro Kepegawaian)

73

Kepala Bagian Kepangkatan dan Mutasi (Biro Kepegawaian)

T4

Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun (Birg
Kepegawaian)

[

Kepala Bagian Perbendaharaan (Biro Keuangan|

70

Repala Bagian Pendapatan dan Piutang Negara (Biro
Keuangan)

Kk

Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Biro
Keuangan)

78

| Kepala Bagian Umum Keuangan (Biro Keuangan)

9

Kepala Bagian Analisis Kebutuhan (Bire Perlengkapan)

&0

Kepala Bagian Pengadaan (Biro Perlengkapan)

81

Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (Biro
Perlengkapan|

Kepala Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum (Biro
Hukum)

Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri [Biro
Hukum)

84

Kepala Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum (Biro
Hukumy}

89

Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
(Intelijen)

Kepala Bagian Tata Usaha \[ntelijen)

87

Kepala Bagian Keuangan (Intelijen)

Kepala Subdirckiorat Ideologi {Direktorat A)

89
Q0

Kepala Subdirektorat Politik (Direktorat A)

Kepala Subdirektorat Pertahanan dan Keamanan (Direktorat
A

a1

Hepala Subdirektorat Cegah Tangkal, Pengawasan Orang

Asing, Pengamanan Sumber Daya Organisasi Kejaksaan, |

dan Pengamanan Penanganan Perkara (Direktorat A}

92

Kepala Subdirektorat Peredaran Bareng Cetakan dan Media
Komunikasi (Direktorat B}

93

Kepala Subdirektorat Aliran Kepercayaan Masvarakat dan
Aliran Keagamaan, serta Pencegahan Penyalahgunaan dan
Penodaan Agama (Direktorat B)

94

Kepala Subdirektorat Budaya dan Kemasyarakatan




KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN

1 2 3
[Direktorat B

95 | Kepala Subdircktorat Sosial, Ketertiban dan Ketentraman
Umum, Pembinaan Masyarakat Taat Hukum [Direktorat B)

96 | Kepala Subdirektorat Keuangan dan Kekayaan Negara
(Direkctorat C)

97 | Kepala Subdirektorat Investasi dan Penerimaan WNegara
(Direktorat C)

98 | Kepala Subdirektorat Perdagangan, Perindustrian dan
Ketenagakerjaan (Direktorat C)

99 | Kepala Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Agraria atau
Tata Ruang [Direktorat C)

100 | Kepala Subdirektorat  Pengamanan  Pembangunan
- Infrastruktur Transportasi dan Telekemunikasi (Direktorat
D)

101 | Kepala Subdirekorat Pengamanan Pembangunan
[nfrastruktur Pengairan, Pertanian, dan Kelautan (Direktorat
D)

102 | Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan
Infrastruktur Energi, Sumber Daya Alam dan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Direktorat D)

103 | Kepala Subdirektorat Pengamanan Pembangunan
Infrastruktur Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya
[Direktorat T

104 | Kepala Subdirektorat Produksi Intelijen (Direktorat E)

105 | Kepala Subdirektorat Pemantauan (Direktorat E)

| 106 | Kepala Subdirektorat Pengamanan Informasi (Direktorat E)

107 | Kepala  Subdirektorat Pengembangan Sumber Daya
Teknologi Informasi (Direktorat E| .

108 | Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
(Pidum)

rlﬂg Kepala Bagian Tata Usaha [Pidum)
| 110 | Kepala Bagian Keuangan (Pidum)
| 111 | Kepala Subdirektorat Prapenuntutan [Dir. Oharda)

112 | Kepala S8ubdirektorat Penuntutan (Dir. Oharda)

113 | Kepala Subdirektorat Ekselkusi dan Eksaminasi (Dir. |
Oharda)

114 | Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Dir, Kamnestibum
dan TPUL)

115 | Kepala Subdirektorat Penuntutan (Dir. Kamnegtibum dan
TPUL)J

116 | Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Dir.

| Kamnegtibum dan TPUL)

117 | Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Dir, Narkotika)

118 | Kepala Subdirektorat Penuntutan (Dir. Narkotika)




EELAS
NO. NAMA JABATAN JARATAN
1 2 3
119 | Kepala Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi (Dir.
Narkotika)
'_1_2_0 Kepala Subdirektorat Prapenuntutan (Dir. Terorisme)
121 | Kepala Subdirektorat Penuntutan (Dir. Terorisme)
122 | Kepala Subdirektorat Eksckusi dan Eksaminasi ([Dir
Terorisme)
123 | Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
| (pidsus)
| 124 | Kepala Bagian Tata Usaha (Pidsus)
125 | Kepala Bagian Keuangan (Pidsus)
126 | Kepala Subdirektorat Laporan dan Pengaduan Masyarakat
I_D]I‘ Penvidikan)
127 | Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Dir, Penyidikan)
128 | Kepala Subdirektorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan
Barang Bukti (Dir. Penyidikan) .
| 129 | Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan deak
Pidana Pencucian Uang (Dir. Penuntutan) ;
130 | Kepala Subdircktorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak
Pidana Pencucian Uang [Dir. Penuntutan)
131 | Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Dir. Penuntutan)
132 | Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Dir. Uheksi)
133 | Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Perpajakan dan Tindak
Pidana Pencucian Uang (Dir. Uheksi)
134 | Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai dan
Tindak Pidana Pencucian Uang (Dir. Uheksi)
135 | Kepala Subdirekiorat Penyidikan Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Berat (Dir. HAM Berat|
136 | Kepala Bubdirektorat Penuntutan Pelangparan Hak Asasi
Manusia Berat {Dir. HAM Berat|
137 | Kepala Subdirektorat Upaya Hukum Luar Biass, Ekselusi
dan Eksaminasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat (Dir.
HAM Berat|
138 | Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
(Datun)
139 | Kepala Bagian Tata Usaha (Datun)
140 | kepala Bagian Keuangan (Datun)
141 | Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Penyelamatan (Dir.
L Perdata) |
142 | Kepala Subdirekforat Bantuan Hukum Pemulihan (Dir.
Perdata)
143 | Kepala Subdirektorat Arbitrase [Dir, Perdata)




KELAS
NO. NAMA JABATAN JABATAN
1 2 3
144 | Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Dir. Perdata)
145 | Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum Tata Usaha Negara
(Dir, TUN)
146 | Kepala Subdirektorat Penyclenggaraan Pemerintahan (Dir.

TUN)

| Usaha Negara (Inspektorat V)

147 | Kepala Subdirektorat Uji Materiil (Dir. TUN)

148 | Kepala Subdirektorat Pelayanan Hulkum [Dir. TUN]

149 | Kepala Subdirektorat Pendapat Hukum (Dir. Pertimbangan
Hukum)

150 | Kepala Subdirektorat Pendampingan dan Audit Hulaum (Dir,
Pertimbangan Hulum)

151 | Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan

Hukum (Dir. Fertimbangan Hukum)

152 | Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
[Pengawasan)

153 | Kepala Bagian Tata Usaha [Pengawasan)

134 | Kepala Bagian Keuangan (Pengawasan)

155 | Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspcktorat
1

156 | Inspektur Muda Tindak Pidans Umum, Perdata dan Tata
Usaha Negara (Inspelktorat I}

157 | Ingpektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
(Inspektorat 1)

158 | Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum {inspektorat
I}

159 | Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata
Usaha Negara (Inspektorat 11) .

160 | Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
(Inspektorat 11

161 | Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat
111)

162 | Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata |
Usaha Negara (Inspektorat (11)

163 | Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
(Inspektorat 110)

164 | Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat
V)

163 | Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata
Usaha Negara (Inspektorat [V)

166 | Inspektur Muda Intelijen dan Tindak Pidana Khusus
[Inspektorat IV)

167 | Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum (Inspektorat |
1iI.I|] |

| 168 | Inspektur Muda Tindak Pidana Umum, Perdata dan Tata




NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

2

169

Inspeltur Muda Inteliien dan Tindak Pidana Khusus
(Inspektorat V)

170

Ingpektur Muda I (Inspektorat Keuangan)

171

Inspektur Muda [ (Inspektorat Keuangan)

172

Inspektur Muda [II (Inspektorat Keuangan)

173

Inspektur Muda IV (Inspektorat Keuangan)

174

Kepala Bagian Penyusunan Program, Laporan dan Penilaian
(Badilzlat)

175

Kepala Bagian Tata Usaha (Badiklat)

176

Kepala Bagian Keuangan (Badiklat)

177

Kepala Bidang Program dan Evaluasi (Pusdiklat Manajemen
dan Kepemimpinan pada Badildat)

178

Kepala Bidang Penyelenggaraan (Pusdiklat Manajemen dan
Kepemimpinan pada Badiklat)

179

Kepala DBidang Program dan Evaluasi [Pusdiklat Teknis
Fungsional pada Badiklat]

180

Kepala Bidang Penyelenggaraan (Pusdikiat Teknis

Fungsional pada Badiklat)

181

Kepala Bidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan
Pelatihan (Pusdiklat Teknis Fungsional pada Badiklat)

182

183

Kepala Bidang Program dan Evaluasi (Pusat Lithang)

184

Kepala Bidang Kerja Sama dan Pengembangan (Pusat
Litbang)

185

Repala Bagian Tata Usaha [Pusat Daskrimti)

186

Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik Kriminal

(Pusat Daslrimti)

187

Kepala Bidang Penerapan dan Pengembangan Teknologi
Informasi (Pusat Daskrimti)

188

Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat Penkum)

189

Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hulkum (Pusat
Penkum)

190

Kepala Bidang Media dan Kehumasan (Pusat Penkum)

191

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga {Pusat Penkumy]

192

Kepala Bagian Tata Usaha (Pusat PPA)

193

Kepala Bidang Pemulihan Aset Nasional (Pusat PPA)

194
195

- Kepala Bidang Pemulihan Aset Transnasional (Pusat P'PA;-

Kepala Bidang Database dan Pertukaran Informasi [Pusat
PPA)

196

Kepala Bidang Benda Sitaan dan Barang Rampasan Megara |

(Pusat FPA)

197

Asisten Bidang Pembinaan (Kejati)

158

Asisten Bidang Intelijen (Kejati)




NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

2

199

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Kejati)

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus |Kejati)

| 200
201

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara [Kejati)

202

Asisten Bidang Pengawasan (Kejati)

203

Kepala Bagian Tata Usaha (Kejati)

204

Koordinator (Kejati)

205

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri

206

Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Lapeoran
(Pembinaany

207

Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pembinaan)

208

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pembinaan)

209

Kepala Subbagian Umum (Pembinaan)

210

Kepala Subbagian Keuangan (Fembinaan)

211 |

Kepala Subbagian Pengelolaan Data I (Biro Perencanaan)

212

Kepala Subbagian Pengelolaan Data Il (Biro Perencanaan)

213

Kepala Bubbaéian Penyusunan Rencana Angpgaran dan
Program Kerja | (Biro Perencanaan)

kepala Subbagian Penvusunan Rencana Anggaran dan
Program Kerja Il (Biro Perencanaan)

Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi [ (Biro
Perencanaan)

216

Kepala Subbsgian Pemantauan dan Evaluasi IT (Bimo
Perencanaan)

217

Kepala Subbagian Kelembagaan (Biro Perencanaan)

218

Kepala Subbagian Tata Laksana (Bire Perencanaan)

219

Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Perencanaan)

220

Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Penguatan
Reformasi Birokrasi {Biro Perencanaan)

221

Kepala Subbagian Evaluasi dan Internalisasi Program
Reformasi Birokrasi (Biro Perencanaan)

222

T =y L

Kepala Subbagian Tata Usaha Jaksa Agung (Biro Umum)

(223

Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Jaksa Agung dan Staf
Ahli [Bire Umum)

| 224

225

Kepala SBubbagian Produksi dan Distribusi (Biro Umum)

226

Kepala Subbagian Protokol dan Penpamanan Jaksa Agung
(Biro Umum)

227

Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan Wakil Jaksa
Agung (Biro Umum)

228

Kepala Subbagian Tata Tertib (Biro Umum)

229

Eepala Subbagian Pengamanan Lingkungan dan Objek
Khusus (Biro Umum)]

u::||E




NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

2

230

Kepala Subbagian Pelayanan dan Penunjang Kesehatan
(Bire Umum)

231

Kepala Subbagian Pembinaan Rohani (Biro Umum)

232

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Umum (Biro Umum)

233

Kepala Subbagian Sarana, Prasarana dan Fasilitas Khusus
(Biro Urnum)

| 234

Kepala Subbagian Angkutan {Biro Umum)

235

Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Kepegawaian)|

236

Kepala Subbagian Data Kepegawaian (Biro Kepegawaian)

237

Kepala  Subbagian Peraturan Kepegawaian  (Biro
Repegawaian)

238

Kepala Subbagian Pengadaan Pegawai (Bire Kepegawaian|

239

Kepala Subbagian Jenjang Karier (Biro Kepegawaian)

240

Kepala Subbagian Kekaryaan, Perizinan dan Pengembangan
Jabatan Fungsionsal (Biro Kepegawaian)

241

| Kepegawaian)

Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi | (Biro

242

Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi 1[I (Biro
Kepegawaian)

243

Kepala Subbagian Kepangkatan dan Mutasi 10 [Bimd
Kepegawaian)

244

Kepala Subbagian Angka Kredit Jabatan Fungsional (Biro
Kepegawaian)

245

Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun 1 (Biro
Kepegawaian)

246

Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun 1T [Bim.

Kepegawnaian)

247

Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun 1l (Biro
Kepegawaian)

248

Kepala Subbagian Perbendaharaan 1 (Bire Keuangan)

249

Kepala Subbagian Perbendaharaan Il (Biro Keuangan)

250

Kepala Subbagian Perbendaharaan Il (Biro Keuangan)

231

252

Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Negara [ (Biro
Keuangan)

Kepala Subbagian Pendapatan dan Plutang Negara Il (Birg

Keuangan)

253

Kepala Subbagian Pendapatan dan Piutang Megara Il (Biro |

Keuangan)

254

Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1
(Bire Keuangan)

235

Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I
[Biro Keuangan)]

256

Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 111

jﬂim Keuangan)
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NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

257

Kepala Subbagian Perjalanan Dinas (Biro Keuangan)

258

Kepala Subbagian Pengelolaan Gaji dan Tunjangan (Biro |

Keuangan|

259

Kepela Subbagian Penclitian Dokumen dan Penerbitan
Surat Perintah Membayar (Biro Keuangan|

260

Kepala Subbagian Tata Usaha [Biro Keuangan)

_EE: 1
262

Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan [ {Biro Perlengkapan)

Kepala Subbagian Analisis Kebutuhan II [Biro Perlengkapan)

263

Kepala Subbagian Monitoring dan Ewvaluasi  (Biro
Perlengkapan)

264

Kepala Subbagian Pengadaan Barang [Biro Perlengkapan]

265

Kepala Subbagian Layanan Pengadaan (Biro Perlengkapan)

2606

Kepala Subbagian Penyimpanan dan Distribusi (Biro
Perlengkapan)

267

Kepala Subbagian Penilaian (Biro Perlengkapan)

2638

Kepala Subbagian Penghapusan [Biro Perlengkapan)

269

Kepala Subbagian Tata Usaha (Biro Perlengkapan)|

270

Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan (Bire Hukum)

271
272

Kepala Subbagian Pertimbangan Hukum (Bire Hukum)

Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan (Biro Hukum)

273

Kepala Subbagian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah
(Bire Hukum)|

274

Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri (Biro Hukum)

275

Kepala Subbagian Ekstradisi, Bantuan Hukum Timbal Balik
dan Permnindahan Narapidana Antar Negara (Biro Hukum)

276

Kepala Subbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian .

Internasional {Biro Hukum) !

277

Kepala Subbagian Perpustakaan (Bire Hukum)

278

Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum (Biro Hukum) |

| 279

Kepala S8ubbagian Tata Usaha (Biro Hukum] !

280

Kepala Subbagian Penyusunan FPropram dan Lapc:ra_n—l
(Intelijen)

281

Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Intelijen)

282

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Intelijen)

283

Kepala Subbagian Umum (Intelijen)

284

Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Intelijen)

285

KEepala Subbagian Perbendaharaan (Intelijen)

286

Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat A)

287

Kepala Seksi Pengamanan Pancasila, Persatuan dan
Kesatuan Bangsa (Direktorat A)
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NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

2

288

Kepala Seksi Geralan Separatis (Direltorat A)

289

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan [Direktorat A)

250

Kepala Seksi Partai Politik, Pemilihan Umum dan Pemilihan
Kepala Daerah (Direktorat A)

291

Kepala Seksi Gerakan Teroris dan Radikal (Direktorat A)

292

Kepala Seks) Pengawasan Wilayah Teritorial dan Kejahatan
Siber (Direktorat A}

293

Kepala Seksi Cegah Tgngl-m.l dan Pengewasan Orang Asing
(Direktorat A)

294

Kepala Seksi Pengamanan Sumber Daya Organisasi
Kejaksasn dan Pengamanan Penanganan  Perkara
(Direktorat A}

| 295

Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat B)

296

Kepala Secksi Pengawasan Peredaran Barang Cetakan
{Direktorat Bj

297

Kepala Seksi Pengawasan Media Komunikasi (Direktorat B

298

Kepala Seksi Pengawasan Aliran Keagamean dalam
Masyarakat dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/atay
Penodaan Agama (Direktorat B)

299

Kepala Seksi Pengawasan Aliran Kepercayaan dalam
Masyarakat (Direktorat B)

300

Kepala Seksi Ketahanan Budaya dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Direktorat B)

301

Kepala BSeksi Pengawasan Organisasi Masyerakat dan
Lembaga Swadaya Masyarakal (Dircktorat B)

302

Kepala Seksi Pencegahan Konflik Sosial dan Pembinaan
Masyarakat Taat Hulcum (Direktorat B)

303

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman Umum (Direktorat
B

| 304

Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat C)

305

Kepala Seksi Lembaga Keuangan dan Moneter (Direktorat C)

306

Kepala Selksi Keuangan Negara dan Penelusuran Aset
{Direktorat C)

307 |

_—

Kepala Seksi Investasi {Direktorat C)

308

Kepala Seks! Penerimaan Negara (Direktorat C)

309

Kepala Seksi Perdagangan (Dircktorat C)

310

311

Kepala Seksi Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Direktorat

€}

kepala Seksi Sumber Daya Alam [Direktorat C)

312

Kepala Seksi Lingkungan Hidup dan Agraria atau Tata

Ruang (Direktorat C)

313

Kepala Subbagian Tata Usaha (Direktorat D)

314

Kepala OSeksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur

Transportasi (Direktorat D)
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NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

2

315

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur
Telekomunikasi {Direktorat D)

316

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur
Pengairan dan Pertanian (Direktorat D)

317

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastrulktur
Kelautan (Direktorat D)

318

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur
Energl dan Sumber Daya Alam {Duﬁkturat 0j

319

Kepala Seksi Pengamanan F‘emhangunan Infrastrulsrur [lmu
Pengetahuan dan Teknologi (Direktorat Dj

320

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur |
Kawasan (Direktorat D) |

321

Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan I[nfrastruktur
Sektor Strategis Lainnya (Direktorat D)

3322

Kepala Subbagian Tata Usaha [Direlctorat E)

323

Kepala Seksi Produksi Intelijen Ideologi, Politik, Pertahanan
dan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan
(Direktcrat E)

J24

Kepala Seksi Produksi Intelijen Ekonomi, Keuangan dan
Pengamanan Pembangunan Strategis (Direktorat E|

325

Kepala Seksi Lawful Interception, Intelijen Sinyal, dan
Klandestn {Direktorat E)

3326

Kepala Seksi Intelijen Siber, dan Digital Forensik (Direktorat
E)

327

Kepala Seksi Transmisi Berita Sandi [Direktorat E)

328

Repala Seksi Kontra Penginderaan, Kontra [ntelijen, Audit,
dan Pengujian Sistem Keamanan Informasi (Direktorat E)

329

| 330
331

kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi
dan Sumber Daya Manusia Lainnya [Direktorat E)

332

J | Kepala Seksi Teknologi, Prosedur dan Aplikasi (Direktorat E]

Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan
(Pidum)

Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian (Pidum)

333

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pidum)

334

Kepala Subbagian Umum (Pidum)

335

Kepala Subbagian Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri 1‘hpﬂ]
(Pidum)

| 336

Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Pidum]

| 337

Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pidum)

338

Kepala Subbagian Tata Usaha [Dir. Oharda)

339

Eepala Seksi Wilayah 1 (Subdit Pratut pada Dir, Oharda)

340

Kepala Seksi Wilayah Il (Subdit Pratut pada Dir. Oharda)

341

Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tut pada Dir. Oharda)

342

Kepala Seksi Wilayah 11 (Subdit Tut pada Dir. Oharda)
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NO.

NAMA JABATAN

= |

343

Kepala Seksi Wilayah I (Subdit EE pada Dir. Oharda)

344

Kepala Seksi Wilayah Il (Subdit EE pada Dir. Oharda)

345

Kepala Subbagian Tata Usaha [Dir, Kamnegtibum dan TPUL)

346

Kepala Seksi Wilayah [ (Subdit Pratut pada Dir
Kamnegtibum dan TPUL)

347

Kepela Seksi Wilayah 11 (Subdit Pratut pada Dir
Kamnegtibum dan TPUL)

348

Kepala Seksi Wilayah T [Eubd.lt Tut pada Dir. Kemnegtibum
dan TPUL)

349

Kepala Seksi Wilayah 1 (Subdit Tut pada Dir. Kamnegtibum
dan TPUL)

Kepala Seks: Wilayah | (Subdit EE pada Dir. Kamnegtibum
dan TPUL)

Kepala Seksi Wilayah II [Subdit EE pada Dir. Kamnegtibum
dan TPUL)

(350

Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Narkotika)

353

Kepala Seksi Wilayah | (Subdit Pratut pada Dir. Narkotika)

354

Kepala Seksi Wilayah 1l (Subdit Pratut pada Dir. Narkotika)

355

| hepala Seksi Wilayvah I (Subdit Tut pada Dir. Narkotika)

356

s

Kepala Seksi Wilayah Il (Subdit Tut pada Dir, Narkotika)

357

Kepala Seksi Wilayah I (Subdit EE pada Dir. Narkotika)

358

I{Epala Sehsi Wilayah T {(Subdit EE pada Dir, Narkotika]

359

Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Terorisme|

360

Kepala Seksi Wilayah | (Subdit Pratut pada Dir. Terorisme)

361

Kepala Seksi Wﬂa}ruh 11 {Suhdit Pratut paﬂ& Dir, Ttr-::riamrs} -

362

363

Kepala Seksi Wilayah Il (Subdit Tut pada Dir. Tamnsmf:]

364

Kepala Sekst Wilayah [ (Subdit EE pada Dir. Terorisme)

365

Kepala Scksi Wilayah 11 (Subdit EE pada Dir. Terorisme)]

366

Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan
(Pidsus)

367

Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian {Pidsus)

368

Kepala Subbagian Pergsuratan dan Kearsipan (Pidsus)

370

369 |

Kepala Subbagian Umum (Pidsus) '

Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Pidsus)

371

Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pidsus)

372

Hepala Suhba_g_ia.n Tata Usaha [Dir. Penyidikan)

373

Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Lapdu pada Dir. Penyidikan)

374

Kepala Seksi Wilavah 11 (Subdit Lapdu pada Dir. Penyidikan)

375

Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Lapdu pada Dir,
Penyidikan)

376

Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir.
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JARATAN
1 2 3

Penyidikan)

377 | Kepala Seksi Wilayah Il (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir.
Penyidikan)

378 | Kepala Seksi Wilayah ITT (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir.
Penyidikan) )

379 | Kepala Seksi Wilayah 1 ([Subdit Pelacakan Aset dan
Pengelolaan BB pada Dir. Penvidikan)

380 | Kepala Seksi Wilayah I [Subdit Pelacakan Aset dan
Pengelolaan BB pada Dir. Penyidikan)

381 | Kepala Seksi Wilayah T1II (Subdit Pelacaken Aset dan
Fengelolaan BB pada Dir. Penyidikan)

382 | Kepala Subbagian Tata Usaha [Dir, Penuntutan)

383 | Kepala Seksi Wilayah I {Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir.
Pernuntutan)

384 | Kepala Seksi Wilayah II [Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir.
Penuntutan)

385 | Kepala Seksi Wilayah Il {Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir.
Penuntutan)

386 | Kepala Seksi Wilayah 1 (Subdit Tindak Pidana Perpajakan
dan TPPU pada Dir. Penuntutan)

387 | Kepala Seksi Wilayah 11 (Subdit Tindak Pidana Perpajakan
dan TPPU pada Dir. Penuntutan)

388 | Kepala Seksi Wilayah UI (Subdit Tindak Pidana Perpajakan
dan TFPU pada Dir. Penuntutan)

389 | Kepala Sekai Wilayah | {Subdit Tindak Pidana Kepabeanan,
Cukai dan TPPU pada Dir, Penuntutan)

390 | Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan,
Cukai dan TPPU pada Dir. Penuntutan)

391 | Kepala Seksi Wilayah 1l [Subdit Tindak Pidana Kepabeanan,
Cukai dan TPPU pada Dir. Penuntutan)

' 392 | Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Uheksi)
' 393 | Kepala Seksi Wilayah [ (Subdit Tipikor dan TPPU pada Dir.

Uhelsi) I

394 | Kepala Seksi Wilayah 11 (Subdit Tipiker dan TPPU pada Dir.
Uheksi)

395 | Kepala Scksi Wilayah 1 (Subdit Tindak Pidana Perpajakan
dan TFPU pada Dir. Uheksi)

396 | Kepala Seksi Wilayah II (Subdit Tindak Pidana Perpajakan
dan TPPU pada Dir. Uheksi)

397 | Kepala Seksi Wilayah | (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan,
Cukai dan TPPU pada Dir, Uheksi)

398 | Kepala Seksi Wilayah Il (Subdit Tindak Pidana Kepabeanan,
Cukai dan TPPU pada Dir. Uheksi)

399 | Kepala Subbagian Tata Usaha (Dir. HAM Berat)

400 | Kepala Seksi Wilayah [ (Subdit Dik pada Dir. HAM Berat)
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NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

2

401

Kepala Seksi Wilayah 11 {Subdit Dik pada Dir, HAM Berat)

F02

Kepala Seksi Wilayah I (Subdit Tut pada Dir. HAM Berat)

403

Kepala Seksi Wilayah II {Subdit Tut pada Dir. HAM Berat)

405

Kepala Beksi Wilayah Il (Subdit Uheksi pada Dir. HAM
Berat)

406

Kepala BSubbagian Penyusunan Program dan L-apc:ran'
(Datun)

407

Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian {Datun)

408

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan {Datun)

409

Kepala Subbagian Umum (Datun)

410

Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan [Datun]

411

Kepala Subbagian Perbendaharaan (Datun)

412

Kepela Subbagian Tata Usaha {Dir. Perdata)

413

Kepala Seksi Analisis  (Subdit Bantuan Hulum
Penyelamatan pada Dir. Perdata)

414

Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Bantuan Hukum
Penyelamatan pada Dir. Perdata)

415

Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum Pemulihan
pada Dir. Perdata)

416

Kepala Seksi Evaluasi den Laporan (Subdit Bantuan Hukum
Pemulihan pada Dir. Perdata)

| 417

Kepala Seksi .uﬂE]B.Liaia [Subdit Arbitrase pada Dir. Perdata)

118

Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Arbitrase pada
Dir. Perdata)

419

Kepala Seks: Analisis [Subdit Penegakan Hukum pada Dir.
Perdata)

420

Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Penmegakan
Hulkum pada Dir. Perdata)

421

Kepala Subbagian Tata Usgha (Dir. TUN|

422

Kepala Seksi Analisis (Subdit Bantuan Hukum TUN pada
Dir, TUN)

423

Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan [Subdit Bantuan Hulum
TUN pada Dir, TUN)

424

Kepala  Seksi  Analisis (Subdit Penyelenggaraan |
Pemerniniahan pada Dir, TUN)

425

Kepala Scksi Evaluasi dan Laporan [Subdit Penvelenggaraan
Pemerintahan pada Dir. TUN)

426

Kepala Seksi Analisis (Subdit Uji Materiil pada Dir. TUN)

s

Eepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Uji Materiil pada
Dir, TUN)

428

Kepala Selisi Analisis (Subdit Pelayanan Hukum pad; Dir.

TUN)
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NO.

NAMA JABATAN

JABATAN

2

429

Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Pelayanan
Hukum pada Dir. TUN]

430

Xepala Subbagian Tata Usaha (Dir. Pertimbangan Huloum)

431

Kepala Seksi Anglisis (Subdit Pendapat Hukum pada Dir.
Pertimbangan Hukum)

432

Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Pendapat |
Hukum pada Dir. Pertimbangan Huloam)

433

Kepala Seksi Analisis (Subdit Pendampingan dan Audit
Hukum pada Dir. Pertimbangan Hulkum)

434

Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Pendampingan |
dan Audit Hukum pada Dir. Pertimbangan Hukum)

435

Kepala Seksi Analisis (Subdit Tindakan Hukum Lain dan
Pelayanan Hukum pada Dir. Pertimbangan Hukum)

436

Kepala Beksi Evaluasi dan Laporan (Subdit Tindakan
Hulkum Lain dan Pelayanan Hukum pada Dir. Pertimbangan
Hukum]

437

Kepala Subbagian Penyusunan Program dan T.,a_]:u_:Lr:an
(Pengawasan)

438

Kepala Subbagian Pemantauan dan Penilaian [Pengawasan)

239

Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan (Pengawasan)

340

Kepala Subbagian Umum (Pengawasan|

441

Kepnla_ﬁuhhagim Akuntansi dan Pelaporan (Pengawasan)

443

Kepala Subbagian Perbendaharaan (Pengawasan)

143

Kepala Subbagian Tata Usaha [mspektorat [)

444

Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Pegasum pada Inspektorat 1)

3435

Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Pepasum

pada Inspektorat [)

Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Irmud Pidum dan Datun |
pada Inspektorat 1)

447

Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Pidum
dan Datun pada Inspektorat 1)

448

Pemerikea [ntelijen (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat
1)

449

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud I[ntel dan Pidsus
pada Inspektorat [}

450

Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat [T)

451

Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Pegasum pada Inspektorat
4]

452

Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Pega.&um_‘
pada Inspektorat 1)

453

...... =

Pemeriksa Tindak Pidana Umum (lrmud Pidum dan Datun
pada Inspektorat II)

454

Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Heg&ra.[lmud Pidum
dan Datun pada Inspektorat 11)
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NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

2

— ]

455

Pemeriksa Intelijen (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat
m

456

Pemeriksa Tindale Pidana Khusus (rmud Intel dan Pidsus
pada Inspektorat 11}

437

Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat 111)

458

Pemeriksa Kepegawaian (Irmud Pegasum pada Inspektorat
101

| 4359

Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan ([rmud Pegasum
pada Inspektorat I11)

460

Pemeriksa Tindak Pidana Umum {Irmud Pidum dan Datun
pada Inspektorat II0)

461

Pemerikea Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Pidum
dan Datun pada Inspektorat I1I)

62

' Pemeriksa Intelijen (Irmud Intel dan Pidsus pada Inspektorat

11T}

463

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intel dan Pidsus
pada Inspektorat [lI)

Kepala Subbagian Tata Usaha (Inspektorat 1V)

465

Pemeriksa Kepegawaian (lrmud Pegasum pada Inspektorat

V)

| 466

Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (lrmud Pegasum |
pada Inspektorat TV)

467

Pemeriksa Tindak Pidana Umum {Irmud Pidum dan Datu?
pada Inspekforat 1V)

468

| dan Datun pada Inspektorat V)

Pemerilcsa Perdata dan Tata Usaha Negara (Irmud Pidum

469

Pemeriksa [ntelijen (Irmud Intel daﬁ Pidsus pada Inap-ekturat_
V)

470

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Irmud Intel dan Pidsus
pada Inspektorat [V)

471

Kepala Subbagian Tata Usaha ([nspektorat V)

472

Pemeriksa Kepegawaian (rmud Pegasum pada Inepektorat
V)

473

Pemeriksa Tugas Umum dan Perlengkapan (Irmud Pegasum
pada Inspektorat V|

474

Pemeriksa Tindak Pidana Umum (irmud Fidum dan Datun
pada Inspektorat V)

475

Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara {[rmud Pidum
dan Datun pada Inspektorat V)

476

Pemeriksa [ntelijen (Irmud Intel dan Pidsus pada_lnspﬁkturat
Vi

477

Pemeriksa Tindak Pidana Khusus {lrmud Intel dan Pidsus
pada [nspektorat V)

478

Kepala Bubbagian Tata Usaha (Inspektur Keuangan|

479

| Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Megara Bukan
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NO. NAMA JABATAN

JABATAN

1 2

Pajak (Irmud | pada Inspektorat Keuangan)

480 | Pemeriksa Keuangan Teknis (rmud [ pada Inspektorat
Keuangan)

| 481 | Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak {Irmud |l pada Inspektorat Keuangan)

482 | Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud 11 pada Inspektorat
Keuangan)

483 | Pemeriksa Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Irmud 11T pada Inspektorat Keuangan)

484 | Pemeriksa Keuangan Teknis {Irmud Il pada Inspektorat
Keuangan)

485 | Pemerikea Belanja Negara dan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Irmud IV pada Inspektorat Keuangan)

486 | Pemeriksa Keuangan Teknis (Irmud IV pada Inspektorat
| Kenangan)

487 | Kepala Subbagian Program (Badiklat)

488 | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan {Badiklat)

489 | Kepala Subbagian Standardisasi Pendidikan dan Pelatihan
dan Penjaminan Mutu [Badiklat)

420 | Kepala Subbagian Umum (Badiklat)

491 | Kepala Subbagian Persuratan (Badiklat)

492 | Kepala Subbagian Perlengkapan, Perpustakasan dan
Dokumentasi (Badiklat)

493 | Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan (Badiklat)

494 | Kepala Subbagian Perbendaharaan (Badiklat}

495 | Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusdiklat Manajemen dan

Kepemimpinan pada Badiklat)

496 | Kepala Bubbidang Perencanaan [Pusdiklat Manajemen dan
Kepemimpinan pada Badiklat) .

497 | Kepala Subbidang Evaluasi (Pusdiklat Manajemen dan
Kepemimpinan pada Badiklat)

498 | Kepala Subbidang Akademis (Pusdiklat Manajemen dan
Kepemimpinan pada Badiklat)

493 | Kepala Subbidang Fengajaran (Pusdiklat Manajemen dan
Kepemimpinan pada Badiklat)

500 | Kepala Subbagian Tata Usaha (Pusdiklat Tekmis Fungsional

pada Badiklat} : =

201 | Kepala  Subbidang  Perencanaan  (Pusdiklat Teknis
Fungsional pada Badiklat)

502 | Kepala Subbidang Evaluasi (Pusdiklat Teknis Fungsional
pada Badiklat)

503 | Kepala Subbidang Akademis (Pusdiklat Teknis Fungsional
pada Badiklat)

504 | Kepala Subbidang Pengajaran (Pusdiklat Teknis Fungsional




1%

KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
1 2 3
pada Badiklat)

o095 | Kepala Subbidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan
Pelatihan Wilayah | (Pusdikiat Teknis Fungsional pada
Badiklat)

206 | Kepala Subbidang Pengendalian Sentra Pendidikan dan
Pelatihan Wilayah 1I (Pusdiklat Teknis Fungsional pada
Badiklat)

507 | Kepala Subbagian Umum (Pusat Lithang)

508 | Kepala Subbagian Keuangan (Pusat Litbang)

209 | Kepala Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan (Pusat
Litbang)

310 | Kepala Subbidang Program (Pusat Litbang)

511 | Kepala Subbidang Fasilitasi (Pusat Lithang)

512 | Kepala Subbidang Evaluasi (Pusat litbg:l_'_!gj N

513 | Kepala Subbidang Penyusunan Program Kerja Sama dan
Pengembangan (Pusat Litbang) ]

214 | Kepala Subbidang Pelaksanaan Kerja Sama (Pusat Lithang)

215 | Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Kerja Sama
(Pusat Litbang) |

216 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pusat
Daskrimiti)

317 | Kepala Subbagian Umum (Pusat Daskrimti

518 | Kepala Subbagian i{euangan (Pusat Daskrimti)

519 |' Kepala Subbidang Pengelolaan Basis Data (Pusat Daskrimti}

520 | Kepala Subbidang Analisis Data dan Statistik Kriminal

- (Pusat Daskrimti)

221 | Kepala Subbidang Perangkat Lunal (Pusat Daskrimti)

542 | Kepala Subbidang Perangkat Keras dan Jaringan (Pusat
Daslerimti)

523 | Kepala Subbagian Penyusunan Program, Laporan dan
Pemantauan (Pusat FPenkum)

524 | Kepala Subbagian Keuangan (Pusat Penkum)

525 | Kepala Subbagian Umum (Pusat Penkum)

226 | Kepala Subbidang Penerangan Hukum (Pusat Penkum)

327 | Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum [Pusat Penkum]

528 | Kepala Subbidang Media Massa dan Media Sosial [Pusat

_ Penkum) )

529 | Kepala Subbidang Kehumasan [Pusat Penkurm) ,

330 | Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah |

| {Pusat Penkum|

531 | Kepala Subbidang Hubungan Antar Lembaga
Nonpemerintah (Pusat Penkum)

532 | Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Laporan (Pusat




20

NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

2

PFA) I

333

Kepala Subbagian Administrasi dan Persuratan (Pusat PPA)

234

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan [Pusat FPAJ

333

Kepala Subbidang Pernulihan Aset Nasional Terkait Tindak
Pidana (Pusat PPA)

536

Kepala Subbidang Pemulihan Aset Nasional Lainnya (Pusat
PPA)

337

Kepala Subbidang Pemulihan Aset Indonesia di Luar Negeri
(Pusat PPA)

238

Kepala Subbidang Pemulihan Aset Negara Lain di Indonesia
(Pusat PPA)

539
240

Kepala Subbidang Database Pemulihan Aset (Pusat PPA)

Kepala Subbidang Pertukaran Informasi (Pusat PPA)

i

Kepala Subbidang Benda Sitaan (Pusat PPA)

542

Kepala Subbidang Barang Rampasan Negara [Pusat PPA]

243

Kepala Subbagian Kepegawaian (Kejati)

544

Kepala Subbagian Keuangan (Kejati)

245

Kepala SBubbagian Umum (Kejati)

246

Kepala Subbagian Data Statistik Kriminal dan Teknologi
Informasi dan Perpustakaan (Kejati)

547y

Kepala Subbagian Percncanaan (Kejati)

LE S

Repala Seksi Ideologi, Politik, Pertahatian dan Keamanan
[Kejati)

249

Eepala Seksi Sosial, Budaya dan Kemasvarakatan (Kejati) o |

a50

Kepala Seksi Ekonomi dan Keuangan {Kejati)

a3l

552

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Produlksi Intelijen
(Kejati)

553

 Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kejati)

J24

| Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda (Kejati)

555

Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara, Ketertiban ;
Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kejati) '

256

kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktf
Lainnya (Kejati)

| 557

Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas MNegara
(Kejat]

558

Kepala Selesi Penyidikan (Kejati)

229

Kepala Seksi Penuntutan (Kejati)

260

KHepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Fksekusi dan
Eksaminasi [Kejati)

a6 1

Kepala Seksi Perdata (Kejati)

aH2

Kepala Seksi Tata Usaha Negara (Kejati)
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NO. NAMA JABATAN Jm
1 2 3
| 563 | Kepala Seksi Pertimbangan Hukum (Kejati)

264 | Pemeriksa Kepegawaian dan Tugas Umum (Kejati)

565 | Permneriksa Intelijen (Kejati)

266 | Pemeriksa Tindak Pidana Umum (Kejati]

567 | Pemeriksa Tindak Pidana Khusus (Kejati)

568 | Pemeriksa Perdata dan Tata Usaha Negara [Kejati)

369 | Pemeriksa  Keuangan, Perlengkapan dan  Proyek
Pembangunan (Kejati)

570 | Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan [Kejati)

| 271 | Kepala Subbagian Protokol dan Keamanan Dalam (Kejati)

572 | Kepala Subbagian Pembinaan (Kejari)

373 | Kepala Seksi Intelijen (Kejari)

374 | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kejari)

| 575 | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kejari]
976 | Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kejari )
577 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang
Rampagan (Kejari)
| 578 | Pemeriksa (Kejari)

579 | Kepala Urusan Kepangkatan dan Mutasi Pegawai [Kejati) _ g

280 | Kepala Urusan Pengembangan Pegawai (Kejati) |

| 381 | Kepala Urusan Kesejahteraan (Kejati)

282 | Kepala Urusan Akutansi dan Pelaporan (Kejati)

383 | Kepala Urusan Anggaran, Ferjalanan dan Perbendaharaan
(Kejati)

584 | Kepala Urusan Pendapatan dan Piutang Negara (Kejati]

285 | Kepala Urusan Rumah Tangea dan Sarana Prasarana
(Kejari)

586 | Kepala Urusan Kearsipan (Kejati)

587 | Kepala Urusan Perlengkapan dan Barang Milik Negara
(Kejati]

588 | Hepala Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi
Informasi (Kejari)

289 | Kepala Urusan Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum
(Kejati)

590 | Kepala Subseksi Ideologi dan Puolitik (Kejati)

591 |Kepala Subseksi Pertahanan dan Keamanan, Cegah |
Tangkal, Pengawasan Orang Azing, Pengamanan Sumber |
Daya Organisasi Kejaksaan, dan Pengamanan Penanganan

| Perkars (Kejati)

592 Kepala Subseksi Pengawasan Peredaran Barang Cetalan
Dalam Negeri, Pengawasan Peredaran Impor Barang
Cetakan, Pengawasan Sistemn Perbukuan, Pengawasan
Media Komunikesi, Pengawasan Aliran Kepercayaan dan
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NO.

NAMA JABATAN

KELAS
| JABATAN

2

! 3

Aliran  Keagamaan dalam Masyarakat, Pencegahan |

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Kejati)

293

Kepala Subseksi Ketahanan Budaya, Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Pengawasan Organisasi Masvarakat dan
Lembaga Swadaya Masyarakat, Pencegahan Konflik Sosial,
Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Pemhma.an
Masyarakat Taat Hukum (Kejati)

294

Kepala Subseksi Lembaga Keuangan, Keuangan Negara,
Moneter, Penelusuran Aset, Investasi atau Penanarman
Modal, Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai (Kejati)

295

Kepala Subselksi Perdagangan, Perindustrian,
Ketenagakerjaan, Perkebunan, Kehutanan, Lingkungan
Hidup, Perikanan, dan Agraria atau Tata REuang (Kejati)

596

Repala Subseksi Pengamanan Pembangunan Infrastruktur
Transportasi, Telekomunikasi, Pengairan, Pertanian, dan
Kelautan (Kejati

297

Kepala Subseksi Pengamanan Pembangunan Infrastruletur
Energi, Sumber Daya Alam, [lmu Pengetahuan dan
Teknologl, Kawasan dan Sektor Strategis Lainnya (Kejati)

258

Kepala Subseksi Produksi Intelijen [Hejati]

2559

Kepala Subseksi Pengamanan Informasi (Kejati]

600

Kepala Subseksi Penerangan Hukum dan Dokumentasi
(Kejati)

01

Kepala Subseksi Hubungan Masyarakat (Kejati)

602

Kepala SBubseksi Prapenuntutan (Seksi Oharda pada Kejati)

G03

=

Kepala Subscksi Penuntutan (Seksi Oharda pada Kejati|

604

Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi (Seksi Oharda

pada Kejati)

Kepala Subseksi Prapenuntutan (Seksi Kamnegtibum dan
TPUL pada Kejati)

606

Kepala Subseksi Penuntutan (Seksi Kamnegtibum dan TPUL
Ea.:%a Kejati)

607

Kepala Subseksi Ekselusi dan FEksaminasi (Seksi
Kamnegtibum dan TPUL pada Kejati)

608

Hepala Subseksi Prapenuntutan (Seksi Tindak Pidana
Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejati]

£09

Kepala Subseksi Penuntutan (Seksi Tindak Pidana
Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejati)

610

kepala Subscksi Eksekusi dan Eksaminasi (Seksi Tindak
Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Kejati)

611

Kepala Subseksi Prapenuntutan (Seksi Tindak Pidana
Terorisme dan Lintas Negara pada Kejati)

612

Kepala Subseksi Penuntutan (Seksi Tindak Pidana
Terorisme dan Lintas Negara pada Kejati)

613

Kepale. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi (Seksi Tindak

| Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Kejati]
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KELAS
_‘ND. NAMA JABATAN JABATAN
1 2 3
614 | Kepala Subseksi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Seksi Dik pada Kejati)
615 | Kepala Subseksi Pelacaken Aset dan Pengelolaan Barang
Bukti {Seksi Dik pada Kejati)
516 | Kepala Subseksi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Seksi Tut pada Kejati)
617 | Kepala Subseksi Tindak Pidana Khusus Lainnya (Seksi Tut
pada Kejati) ]
6128 | Kepala Subseksi Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Pencucian Uang (Seksi Uheksi pada Kejati)
619 | Kepala Subseksi Tindak Pidana Khusus Lainnva (Seksi
Uheksi pada Kejati)
6520 | Kepagla Subseksi Bantuan Hukum (Seksi Perdata pada
Kejati) _
621 | Kepala Subseksi Negosiasi (Selsi Perdata pada Kejati]
622 | Kepala Subseksi Penegakan Hukum (Seksi Perdata pada
| Kejati)
623 | Kepala Subseksi Bantuan Hukum (Seksi TUN pada Kejati)
624 | Kepala Subseksi Penyelenggaraan Pemerintahan (Selsi TUN |
pada Kejati)
625 | Kepala Subseksi Pelayanan Hukum (Seksi TUN pada Kejati)
626 | Kepala Subseksi Pendapat Hukum {Seksi Pertimbangan
Hukum pada Kejati)
627 | Kepala Subseksi Pendampingan dan Audit Hukum (Seksi
Pertimbangan Hukum pada Kejati)
028 | Kepala Subseksi Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan
Hukum (Seksi Pertimbangan Hukum pada Kejati) .
| 629 | Pemneriksa Pembantu Kepegawaian (Pemeriksa Pegasum
pada Kejati)
630 | Pemeriksa Pembantu Tugas Umum dan Keamanan Dalam
(Pemeriksa Pegasum pada Kejati)
631 | Pemeriksa Pembantu Ekonomi, Sosial dan Politik {Pemerikaa
Intelijen pada Kejati)
632 | Pemeriksa Pembantu Produksi Sarana Intelijen dan
Fenerangan Hukum (Pemeriksa Intelijen pada Kejati)
633 | Pemeriksa Pembantu Tindak Pidana Orang dan Harta Benda |
(Pemeriksa Pidum pada Kejati)
| 634 | Pemeriksa Pembantu Tindak Pidana Keamanan Negara,
Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya
{Pemeriksa Pidum pada Kejati]
635 | Pemeriksa Pembantu  Penyidikan dan  Penuntutan
(Pemeriksa Pidsus pada Kejati)
636 | Pemeriksa Pembantu Upaya Hukum, Eksekusi dan
i Eksaminasi (Pemeriksa Pidsus pada Kejati]
037 | Pemeriksa Pembantu Perdata dan Tata Usaha Negara
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NO.

NAMA JABATAN

KELAS
JABATAN

2

(Pemeriksa Datun pada Kejati)

638

Pemeriksa Pembantu Pertimbangan Hukur (Pemerikea
Datun pada Kejat)

639

Pemeriksa Pembantu Keuangan dan Perlengkapan
(Pemeriksa Keuangan pada Kejati)

640

Pemeriksa Pembantu Proyek Pembangunan (Pemeriksa
Keuangan pada Kejati)

641

—y

Kepala Urusan Persuratan (Kejati)

642

Kepala Urusan Distribusi (Kejati)

10643

Kepala Urusan Laporan (Kejati)

644

Kepala Urusan Protokol dan Pengamanan Pimpinan (Kejati)

645

Kepala Urusan Keamanan Dalam (Kejati)

46

Kepala Urusan Kepegawaian (Kejari Tipe A)

647

 Pajak {Kejari)

Kepala Urusan Keusnpgan dan Penerimaan MNegara Bukan

648

Kepala Urusan Perlengkapan (Kejari)

6409

Kepala Urusan Tata Usaha dan Farpustaka,a.n_ (Kejari Tipe A)

650

Kepala Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian (Kejari Tipe B)

651

Kepala Urusan Data Statistik Kriminal dan Teknologi
Informasi (Kejari Tipe A)

652

Kepala Urusan Data Stlatistik Kriminal dan Teknologi |
Informasi dan Perpustakaan (Kejari Tipe B)

623

| Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan {Kejari]

Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Kem-n&nan,

654

Kepala Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan
Fembangunan Strategis (Kejari)

655

Kepala Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan
Peneranga.n_ Hukum (Kejari)

656

Kepala Subseksi Prapenuntutan (Pidum pada Kejari)

637

Kepala Subseksi Penuntutan (Pidum pada Hﬂja_t:l:l

658

Kepala Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi (Pidum pada
Kejari)

659

Kepala Subseksi Penyidikan (Pidsus pada Kejari)

660

Repala Subseksi Penuntutan (Pidsus pada Kejari)

661

Kepala Subseksi Upaya Hukum Luar Bissa dan Eksekusi
{Pidsus pada Kejari)

| Kepala Subseksi Perdata (Kejari)

Kepala Subseksi Tata Usaha Negara (Kejari)

Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum (Kejari)

 Kepala Subseksi Barang Bukt (Kejari)

Kepala Subseksi Barang Rampasan (Kejari] ’

Kepala Urusan Pembinaan (Cabjari)
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KELAS

NO. NAMA JABATAN JABATAN
1 2 3
668 | Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana
Khusus (Cabjari)
669 | Kepala Subseksi Intelijen dan Perdata dan Tata Usaha

Negara (Cabjari)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

/’:_.—

BURHANNUDIN




Lampiran I1

Keputusan Jaksa Agpung Republik Indonesia

Nomor & Tahun 2021
Tanggal 8 Januari 2021

HELAS JABATAN FURGSIONAL

KELAS
NO. NAMA JABATAN JABATAN
1 2 3
1 | Staf Ahli 16
Jabatan Fungsional
2 | Ajun Jaksa Madya (111 /2] g
3 | Ajun Jaksa ([1/b) 8
4 | Jaksa Pratame (IlI/c) 9
5 |Jaksa Muda {lll/d) 10
6 | Jaksa Madya ([V/a) 11
7 |Jaksa Utama Pratama (IV/b} 12
8 | Jaksa Utama Muda {IV/c) 13
9 | Jaksa Utama Madya (IV/d) 14
10 | Jaksa Utama (I1V/€) 14
11 | Pranata Hubungan Masyarakat Permuls =
124 | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6
13 | Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan i
14 | Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8
15 | Pranata ﬁ_ubu@ Masyarakat Pertama _ 8 .
16 | Pranata Hubungan Masyarakat Muda ! 9
17 | Pranata Hubun_ga:n Masvarakat Madyva 11
18 | Penclit Pertama 8
19 | Peneliti Muda 9
20 | Penelit Madya N 11
21 | Penelii Utama 13
22 | Pranata Komputer Pelaksana 3]
23 | Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
24 | Pranata Komputer Penyelia =]
25 | Pranata E{amggter Pertama : 2]
26 | Pranata Komputer Muda _1, o
27 | Pranata Komputer Madya 11
28 | Pranata Komputer Utama 13
29 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama 8
30 | Perancang Peraturan Ferundang-undaggin Muda 9
31 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Madva 11
32 | Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama 13
| 33 | Perencana Pertama g
34 Perencana Muda g




NO. NAMA JABATAN Jm
1 2 3
35 | Perencana Madya 11
36 | Perencana Utama 13
37 | Analisis Kepegawaian Pelaksana 5
38 | Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 7
39 | Analisis Kepegawaian Penyelia B
. 40 | Analisis Kepegawaian Pertama 8
41 | Analisis Kepegawaian Muda G
._42 Analisis Kepegawaian Madya 11
43 | Arsiparis Pelaksana 6
44 | Arsiparis Pelaksana Lanjutan T
45 | Arsiparis Penyelia 8
46 | Arsiparis Pertama B i
| 47 | Arsiparis Muda 9
48 | Argiparis Madya s
49 | Arsiparis Utama 13
50 | Pustakawan Pelaksana - &
21 | Pustakawan Pelaksana Lanjutan 7
32 | Pustakawan Penyelia . 8
| 53 | Pustakawan Pertama A
54 | Pustakawan Muda 9
55 | Pustakawan Macdya 11
56 | Pustakawan Utama 13
57 | Dokter Pertama 9
58 | Dokter Muda 10
2% | Dokter Madya 12
&0 | Dokter Utama 14
61 | Dokter Gigi Pertama 9
62 | Dokter Gigi Muda 10
63 | Dokter Gigi Madya 12
64 | Dokter Gigi Utama 14
_55 Asisten Apoteker Pemula 3
66 | Asisten Apoteker Pelaksana [
67 | Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan &
68 | Asisten Apoteker Penyelia 8
69 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula 9
70 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana 7
71 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan T
72 | Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 8
#3 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama 8




NO. NAMA JABATAN oo |
1 2 3
74 | Pranata Laboratorium Kesehatan Muda 9
75 | Pranata Laboratorium Kesehatan Madya 11
76 | Apoteker Pertama B
E: Apoteker Muda 9
78 | Apoteker Madya 11
79 | Apotcker Utama 13
80 | Widyaiswara Pertama 8
81 | Widyaiswara Muda 9
82 | Widyaiswara Madya 11
83 | Widyaiswara Utama 13
| B4 | Auditor Pelaksang (v
B35 | Auditor Pelaksana Lanjutan r
B6 | Auditor Penyelia 8
87 | Auditor Pertama B
88 | Auditor Muda 9
89 | Auditor Madya 11
S0 | Auditor Utama 13
| 91 | Penerjernah Pertama 8
92 | Penerjemah Muda 9
93 | Penerjemah Madya 11
94 | Penerjemah Utama 13
| o5 Sandiman Pelaksana 5}
96 | Sandiman Pelaksana Lanjutan 7
97 | Sandiman Penyelia 8
98 | Sandiman Pertama a
9% | Sandiman Muda 9
100 | Sandiman Madya 11
101 | Agen Pelaksana b
102 | Agen Pelaksana Lanjutan 7
103 | Agen Penyelia 8
104 | Agen Pertama 8
105 | Agen Muda 9
106 | Agen Madya 11
107 | Perawat Terampil 6
108 | Perawat Mahir 7
109 | Perawat Penvelia 8
110 | Perawat Pertama 8
111 | Perawat Muda [
112 | Perawat Madya 11




NO. NAMA JABATAN Jm
1 2 3
113 | Perawat Gigi Pelaksana Pemula 5
114 | Perawat Gigi Pelaksana 6
| 15 | Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan 7
116 | Perawat Gigi Pelaksana Penvelia 8
117 | Bidan Pelaksana 6
118 | Bidan Pelaksana Lanjutan B 7
119 | Bidan Penyelia 3
120 | Bidan Pertama 8
121 | Bidan Muda 9
122 | Bidan Madya 11
123 | Bidan Utams 13
124 | Nutrisionis Pelaksana B
125 | Nutrisionis Pelaksana Lanjutan 7
126 | Nutrisionis Penyelia 8
127 | Nutrisionis Pertama 8
| 128 | Nutrisionis Muda ) E:
129 | Nutrisionis Madya | 1
130 | Pranata E;uangan AFEN Termpﬂ T
131 | Pranata Keuangan AFBN Mahir B
132 | Pranata Keuangan APBN Penvelia 9
133 | Analis Kebijakan Pertama 8
134 | Analis Kebijakan Muda 10
135 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 2
136 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 10
137 | Asesor SDM Aparatur Pertams . a8
138 | Asesor SDM Aparatur Muda 10
139 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 8
140 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 9
141 | Pengelela Pengadaan Barang/Jasa Madya 11
142 | Penilai Pemerintah Pertama 2
143 | Penilai Pemerintah Muda 9
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KELAS JABATAN PELAKSANA

NO.

NAMA JABATAN

i

JABATAN

Analia Diklat

Analis.Jabatan

Analis Keamanan

Analis Kebijekan Audit

Analis Kerjasama

O fen | s [0 | B3| —

Analis Kessjahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur

Analis Keuangan

(a1}

Analis Laporan Akuntabilitas

Analis Organisasi dan Tata Lakeana

10

Analis Penelitian dan Pengembangan

11

Analis Penpembangan Karir

12

Analis Penuntutan

13

Analis Perelkonomian

14

Analis Perencanaan

15

Analis Perencanaan Sumber Daya Aparatur

16

Analis Pertahanan dan Keamanan

LT

Analis Politik Hukum dan Keamanan

18

Analis Program Diklat

19

Analis Sistem Informasi

20

Analis Sistem Informasi Pusdatin dan LPPB (Pusdaskrimti)

21

Anahs Barang Milik Negara

22

Analis Data Standarisasi

23

Analis Kerjasama Dildar

24

Analis Kesehatan

25

Analis Kurikulum dan Pembelajaran

2B

Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

27

Analis Rencana Program dan Kegiatan

28

Analis Forensik Digital

29

Analis Hubungan Antar Lembaga

30

Anglis Humas

31

Analis [deologi

32

Analis Ketahanan Budaya
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NO. NAMA JABATAN JABATAN
1 2 3
33 | Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 7
tﬂi_ Analis Organisasi Masyaraksat 7
35 | Analis Pemberdayaan Masyarakat E
'_35 Analis Pemetaan Jaringan Kelompok Radikal Teroriame 7
37 | Analis Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Z
38 | Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi ¥
30 | Analis Publikasi 7
_4D Analis Wawasan Kebangzaan 7
41 | Analis Bina Kehidupan Agama 7
42 | Analis Data dan Informasi £
43 | Analis Data di Bidang Evaluasi dan Kerjasama Penelitian ¥
| 44 | Analis Hukum 7
45 | Analis Kerjasama Lintas Sektor J
46 | Analis Keschatan Ibu dan Anak T
47 | Analis Kinerja - 7
48 | Analis Kompetensi ¥
49 | Analis Laporan Keuangan 7
30 | Analis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara v
51 | Analis Laporan Realizsasi Anggaran v
22 | Analis Pelayanan Publik 7
53 | Analis Pembayaran Program Pensiun )
54 Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya 7

Manusia Aparatur
55 | Analis Penerimaan Negara Bukan Fajak 7
26 | Analis Penganugerahan 7
57 | Analis Pengembangan Kompetensi 7
58 | Analis Pengembangan SDM Aparatur ¥
59 Analis Peraturan Perundang- Undangan dan Rancangan i g
Peraturan Perundang-Undangan

60 | Analis Perencanaan dan Kerjasama 7
61 | Anglis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7
| 62 | Analis Permassalahan Hukum 7
63 | Analis Protokol v
64 | Analis Rekening Pemerintah 7
65 | Analis Remunerasi T
-_E-E- Analis Sistermn Akuntansi Instansi T




Pengawas Rehabilitasi Narkoba

NO. NAMA JABATAN i
1 2 3
67 | Analis Bistem Informasi Distribusi 7
68 | Analis S-_u imber Daya IPTEK 7
69 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur v
| 70 | Analia Transaksi Keuangan 7
71l | Analis Audit 7
72 | Analis Laporan Hasil Audit 7
73 | Analiz Pengawasan ¥
74 | Analis Rancangan Naskah Perjanjian 7
75 | Analis Kerjasama Aparat Penegak Hukum 7
76 | Bendahara 7
77 | Kustodian Barang Milik Negara 7
78 | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 7
73 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris T
20 Penjzﬂun Leporan Keuangan T
81 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 4
82 | Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar 7
82 | Penyusun Laporan Hasil Diklar 7
84 | Penyusun Program Fen:,:elenggaman Diklat 7
K 82 | Penyusun Program Perencanaasn Diklat 7
86 | Penvusun Berita dan Pendapat Umum 7
87 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan 7
88 | Penyusun Bahan Bantuan Hukum . 7
[ 89 | Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat T
90 | Penyusun Naskah 7
91 | Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana 7
92 | Penyusun Rencana Mutasi 7
93 | Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana 7
94 | Penyusun Rencana Promosi 7
95 | Penyusun Abstraksi Hulkum T
96 | Perancang Sistemn Informasi Kepegawaian 7
97 | Perancang Grafis 7
o8 Pen;ncang Promosi 7
99 | Pengawas Perpustakaan 7
100 | Pengawas Barang Beredar dan Jasa 7
101 7




NO.

NAMA JABATAN

102

Penata Acara

103

Penata Teknis Pengamanan

104

Penata Laporan Keuangan

105

Penyuluh Kearsipan

106

Pemeriksa Teknologi Informasi

107

Jurnalis

108

Natulis Rapat

109

Operator Pengembangan Sarana Iptek

110

Operator Telekomunikasi

111
112

Operator Komputer (rafis

Operator Komunikasi

113

Pengawal Tahanan/Narapidana

114

Pengelola Barang Milik Negara

115

Pengelola Dokumentas:

116

Pengelola Gaiji

117

FPengelola Kepegawaian

118

Pengelola Keuangan

119

Pengelola Pengembangan Karir

120

Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai

| 121

Pengelola Penyelenggaraan Diklat

122

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

123

Pengelola Sistem dan Jaringan

124

Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

125

Pengelola Tata Naskah

126

Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran

127

Pengelola Bahan Perencanaan

128

Pengelola Kurikulum

129

Pengelola Pengaduan Publik

130

Pengelola Pengembangan Pembelajaren dan Perjaminan
Mutu Pendidikan

131

mﬂﬁﬂ*mmmm@ﬂnmmmcﬁmmmmmmﬂﬂ@mcn--l-:lﬂal-qu

Fengelola Program dan Kegiatan

132

Pengelola Surat

133

Pengelola Data Sasaran Deradikalisasi

134

Pcnga_iula Data Keamanan dan Ketertiban

135

Pengelola Data Persandian

O Ch | B0 R h




 NO.

NAMA JABATAN

JABATAN

-

2

136

Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana

137

Pengelola Layanan Kehumasan

138

Pengelola Media Center dan Kemitraan Media

139

Pengelola Anggaran

140

Pengelola Bantuan Hukum

141

Pengelola Barang Persediaan

142

Pengelola Databage

143

Pengelola Data Penvelenggaraan Tes

e

144

Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai

145

Pengelola Gudang

146

Pengelola Informasi Kerjasama

147

Pengelola Instalasi TeIﬂ':L::-Ir::ﬁ Informasi

148

Pengelola Keamanan Sistem Informasi

149

Pengelola Kébidem an

150

Pengelnla Kefarmasian

131

Pengelola Keperawatan

152

Pengelola Kesejahteraan Sosial

153

Pengelola Laporan Keuangan

154

Pengelola Laboratorium

155

Pengelola Monitoring dan Evaluasgi

156

Pengelola Pelayanan Kesehatan

157

Pengelola Pemantauan

138

Pengelola Pendapatan

159

Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik

160

Pengelola Perjalanan Dinas

161

Pengelola Perpustakaan

162

Pengelola Persidangan

163

Pengelola Poliklinik

164

Pengelola Rumah Tangga

le3

Pengelola Situs atau Web

166

Pengelola Sarana Angkutan

167

Pengelola Teknologi Informasi

168

Pengelola Tempat Tahanan

169

Pengelola Terjemahan dan Kerjasama

170

Pengelola Urusan Agama
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NO.

NAMA JABATAN

JABATAN

2

| 171
172

L]

Pengelola Akuntansi

o

Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil
Pemeriksaan

173

&

Pengelola Banding dan Gupgatan

174

Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Berkas Sengketa

175

Pengelola Pelayanan Hukum

176

177

Pengelola Peraturan Perundang-Undangan

Pengelola Dokumen Putusan

178

Pengelola Perkara

179

Pengolah Daftar Gaji

180

Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan

181

Pengolah Data Intelijen

182

Pengolah Data Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran

183

Pengolah Data Sistem Akuntansi

184

Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi

185

Penpolah Data Keamanan Siber dan Sandi

186

Pengolah Data

187

Pengolah Data Informasi dan Hukum

188

Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendshara

189

Pengolah Data PNBP Kementerian Lembaga

150

Pengolah Data Seleksi dan Penempatan Beasiswa

191

Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit

a2

Pengolah Data Perkara dan Putusan

193

Pengplah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penvidikan

194

Pranata Barang Bukti

195

Pranata Acara

196

Pranata Fotografi

197

Pranata Barang dan Jasa

198

Pranata Kearsipan

199

Pranata Promosi

200

Pranata Reproduksi Arsip

201

Pranata Restorasi Arsip

202

Pranata Penilaian Kompetensi

203

Pengadministrasi Barang Milik Negara

204

Petugas Protokol
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NO.

NAMA JABATAN

205

Sekretaris

206

Teknisi Pemeliharean Sarana dan Prasarana

207

Verifikator Anggaran

208

Verifikator Data Laporan Keuangan

209

Verifikator Keuangan

210

Ajudan

211

Komandan Petugas Keamanan

212

Crperator Mesin

213
214

Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

Pengadmimistrasi Data Peraturan Perundang-Undangan

215

Pengadministrasi Kepegawaian

216

Pengadministrasi Keuangan

217

Pengadministrasi Pajak

218

Pengadministrasi Pelathan

219

Pengadministrasi Penanganan Perkara

220

Pengadministrasi Kurilulum

221

Pengadministrasi Persuratan

222

Pengadministrasi Program den Kerjasama

223

Pengadministras! Senjata Api dan Amunisi

224

Pengadministrasi Umum

235

Pengadministrast Anggaran

226

Pengadministrasi Hukum

227

Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi

228

Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

239

! Pengawal Khusus

230

!' Pengemudi

231

Pengemudi Pengawal Tahanan

232

Pengolah Informasi dan Komunikasi

233

Petugas Penggandzan

234

Petugas Teknologi Informasi Komputer

| 235
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Petugas Pengejaran

&n

236

Pranata Pasukan Pengamanan Dalam

237

Pranata Teknologi Informasi Komputer

238

Franata Taman

239

Pramu Bakti

Qi pLn | da




NO. NAMA JABATAN IABATAN
1 2 a
240 | Pemelihara Senjata Api 5
241 | Teknisl Listrik dan Jaringan 5
242 | Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift 5
243 | Tekmisi Peralatan dan Mesin 5
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